PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 65 TAHUN 2005
TENTANG
KOM S NAS ONAL
ANTI  KEKERASAN TERHADAP PEREIVPUAN

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG VAHA ESA
PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang :

a.

Mengi
1.

bahwa Undang-Whdang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
nenjamn senua warga Negara nenpunyai kedudukan yang sama di dal am
hukum dan peneri nt ahan;

bahwa berdasarkan Pancasila, Unhdang-Uhdang Dasar Negara Republik
I ndonesi a Tahun 1945, Konvensi Mengenai Penghapusan Segal a Bent uk
Oskrimnasi Terhadap Vénita Tahun 1979 (Gonvention on The
HBimnation of Al Forns of Dscrimnation Against Vsnen), dan
Konvensi Menentang Penyi ksaan dan Perl akuan atau Penghukuman Lain
yang Kejam Tidak Mnusiaw, atau Mrendahkan Martabat Vnita
(Gonvention Against Torture and Gher Quel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishrment), dan Deklarasi Perserikatan Bangsa- Bangsa
1993 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perenpuan, segal a bent uk
kekerasan terhadap perenpuan nerupakan sal ah satu bentuk pel anggaran
at as hak-hak asasi nanusi a;

bahwa sesuai dengan prinsi p-prinsip negara berdasar atas hukum upaya
yang di | akukan dal am rangka nencegah terjadi nya dan nmenghapus segal a
bentuk kekerasan terhadap perenpuan perlu |ebih ditingkatkan dan
di wuj udkan secara nyat a;

bahwa segal a bent uk kekerasan terhadap perenpuan nerupakan sal ah satu
bent uk pel anggaran atas hak-hak asasi manusi a;

bahwa berdasarkan pertinbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d, di pandang perlu nenyenpur nakan Keputusan Presi den Nonor 181
Tahun 1998 tentang Komsi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perenpuan;

ngat :

Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 G ayat (1)
dan ayat (2), Pasal 28 | ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5)
Undang- Uhdang Dasar Negara Republ i k | ndonesi a Tahun 1945;

Undang- Uhdang Nonor 7 Tahun 1984 tent ang Pengesahan Konvensi Mengenai
Penghapusan Segal a Bentuk O skrimnasi Terhadap Vnita (Convention on
the Himnation of Al Forns of Dscrimnation Against \Wnen)
(Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nonor 29, Tanbahan
Lenbar an Negara Republ i k 1 ndonesi a Nonor 3277);

Undang-Uhdang Normor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention
Against Torture and Gher Quel, Inhunan or Degrading Treatnent or
Puni shnrent  (Konvensi  Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau
Penghukuman Lain yang Kejam Tidak Mnusiaw, atau Merendahkan
Martabat Manusia) (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 1998
Nonor 164, Tanbahan Lenbaran Negara Republ i k | ndonesi a Nonor 3783);

MEMUTUSKAN :

Menet apkan:



PERATLRAN PRESIDEN TENTANG KOMS NASIONAL  ANTI KEKERASAN  TERHADAP
PEFREMPUAN

BAB |
PEMBENTUKAN

Pasal 1

Dal am rangka pencegahan dan penanggul angan nasal ah kekerasan terhadap
perenpuan serta penghapusan segal a bentuk tindak kekerasan yang dil akukan
terhadap perenpuan, dibentuk Komsi Nasional Anti Kekerasan Terhadap
Per enpuan.

BAB | |
TUWUAN DAN ASAS

Pasal 2

Komsi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perenpuan bertuj uan :

a. nengenbangkan kondi si yang kondusif bagi penghapusan segal a bent uk
kekerasan terhadap perenpuan dan penegakan hak-hak asasi nanusia
perenpuan di | ndonesi a;

b. neni ngkat kan upaya pencegahan dan penanggul angan segal a bent uk
kekerasan terhadap perenpuan dan perlindungan hak-hak asasi nanusia
per enpuan.

Pasal 3

Komsi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perenpuan berasaskan Pancasil a dan
bersi fat i ndependen.

BAB I |
TUGAS

Pasal 4

Unt uk mewuj udkan tuj uan sebagai nana di maksud dal am Pasal 2, Komsi Nasi onal

Anti Kekerasan Terhadap Perenpuan nenpunyai tugas:

a. nenyebar | uaskan penmahanman atas segala bentuk kekerasan terhadap
perenpuan |ndonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggul angan
serta penghapusan segal a bent uk kekerasan terhadap perenpuan;

b. nel aksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan
per undang- undangan yang ber | aku serta ber bagai I nst runen
internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi nanusia
per enpuan;

C. nel aksanakan penant auan, t er masuk pencari an fakta dan

pendokunent asi an tentang segal a bentuk kekerasan terhadap perenpuan
dan pelanggaran hak asasi nanusia perenpuan serta penyebarluasan
hasi| penmantauan kepada publik dan penganbi | an | angkah-|angkah yang
nendor ong pert anggungj anaban dan penanganan;

d. nenberi kan saran dan pertinbangan kepada penerintah, |enbaga
legislatif dan yudi katif serta organi sasi-organi sasi nasyar akat guna
nendor ong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebi j akan yang
nendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggul angan segal a bent uk



keker asan terhadap perenpuan | ndonesi a serta perlindungan, penegakan,
dan pengj uan hak-hak asasi manusi a perenpuan;

e. nengenbangkan kerja sana regional dan internasional guna neni ngkat kan
upaya- upaya pencegahan dan penanggul angan segal a bentuk kekerasan
terhadap perenpuan |Indonesia serta perlindungan, penegakan dan
penaj uan hak-hak asasi nanusi a per enpuan.

BAB |V
CRGAN SAS

Bagi an Kesatu
Uhum

Pasal 5
Susunan organi sasi Komsi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perenpuan
terdiri dari
a. Kom si  Pari pur na;
b. Badan Pekerj a.

Bagi an Kedua
Kom si Pari purna

Paragraf 1
Uum

Pasal 6

Komsi Paripurna nerupakan penegang kekuasaan tertinggi dalam Komsi
Nasi onal Anti Kekerasan Ter hadap Perenpuan.

Pasal 7
Kom si Pari purna nenpunyai tugas :
a. nel aksanakan tugas Komsi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perenpuan
yang dit et apkan;
b. nenyusun dan nenetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Runah Tangga
Komsi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perenpuan.
Paragraf 2
Keanggot aan
Pasal 8
Susunan keanggot aan Komsi Paripurna terdiri dari
a. Ket ua;
b. Veki | Ket ua;
C. Anggot a.

Pasal 9

(1) Wkil Ketua terdiri dari paling banyak 2 (dua) orang.
(2) Anggota Komsi Paripurna terdiri dari paling banyak 19 (senbilan
bel as) orang.



Pasal 10

(1) Anggota Komsi Paripurna yang nenduduki jabatan Ketua dan Vékil Ketua
dal am susunan keanggot aan sebagai nana di nraksud dal am Pasal 8, dipilih
sendi ri secara nusyawar ah ol eh Anggota Komsi Pari purna.

(2) Ketentuan nengenai tata cara pemlihan Ketua dan Wkil Ketua ol eh
Anggota Komsi Paripurna sebagai nana di naksud pada ayat (1),
di atur dal am Anggaran Dasar dan Anggaran Runmah Tangga Komsi Nasi onal
Anti Kekerasan Ter hadap Per enpuan.

Paragraf 3
Sub Kom si

Pasal 11

(1) Dalam nel aksanakan tugasnya, Komsi Paripurna dapat nenbentuk Sub
Komsi sesuai dengan kebut uhan.

(2) Masing-masing Sub Komsi terdiri dari paling banyak 4 (enpat)
Anggot a.

(3) Keanggotaan Sub Komsi sebagai mana di naksud pada ayat (2) dipilih
dari Anggota Komsi Pari purna.

(4) Ketentuan nengenai tugas dan tata cara pengangkatan keanggotaan Sub
Komsi diatur lebih lanjut ol eh Ketua Komsi Paripurna.

Paragraf 4
Per syar at an Keanggot aan
Pasal 12
Keanggot aan Kom si Pari pur na ner upakan t okoh-t okoh yang :
a. telah aktif nenperjuangkan hak asasi nanusia dan/atau nenmaj ukan
kepent i ngan per enpuan;
b. nengakui adanya nasal ah keti npangan j ender;
C. nenghargai pluralitas agana dan ras/etnisitas dan peka terhadap
per bedaan kel as ekonom ;
d. pedul i terhadap upaya pencegahan dan penghapusan segal a bent uk ti ndak

keker asan terhadap perenpuan | ndonesi a.
Pasal 13
Ketentuan nengenai nasa jabatan, tata cara pengangkatan dan penber henti an
Ketua, Wkil Ketua dan Anggota Komsi Paripurna diatur dal am Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga Komsi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perenpuan
dengan nenper hat i kan ket ent uan per at uran per undang- undangan yang ber | aku.

Bagi an Ketiga
Badan Pekerja

Pasal 14
Badan Pekerja dipinpin oleh Sekretaris Jenderal .
Pasal 15



Badan Pekerja nenpunyai tugas nenberikan dukungan staf, admnistrasi, dan
pem ki ran kepada Komsi Paripurna dal am nel aksanakan tugas Komsi Nasi onal
Anti Kekerasan Ter hadap Per enpuan.

Pasal 16

(1) Badan Pekerja terdiri dari paling banyak :

a. 5 (lima) Koordinator B dang;
b. 5 (lima) Koordi nator Sub Komsi.

(2) WMasing-masing Koordi nat or dang terdiri dari 2 (dua) Asisten
Koor di nat or B dang.

(3) Msing-nasing Koordinator Sub Komsi terdiri dari 2 (dua) Asisten
Koor di nat or Sub Kom si .

(4) Asisten Koordinator Bidang dan Asisten Koordinator Sub Komsi dapat
di perbantukan Staf Pelaksana yang neliputi Staf Dvisi, Saf
Pendukung, dan Staf Penbantu Umum

(5 Jumtah Saf Pelaksana di |ingkungan Komsi Nasional Anti Kekerasan
Terhadap Perenpuan secara kesel uruhan paling banyak 15 (lina bel as)
or ang.

Pasal 17

(1) Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Ketua dengan
per set uj uan Kom si Pari purna.

(2) Koordi nat or dang, Koordinator Sub Komsi, Asisten Koordinator
Bi dang, Asisten Koordinator Sub Komsi, dan Saf Pel aksana di angkat
dan di berhenti kan ol en Sekretaris Jenderal .

BAB V
TATA KERIA

Pasal 18
Komsi Paripurna mengadakan sidang secara berkal a sekurang-kurangnya 1
(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan
kebut uhan.

Pasal 19
Dal am nel aksanakan tugasnya, Komsi Nasional Anti Kekerasan Terhadap
Per enpuan dapat nel akukan kerja sama dengan pi hak- pi hak | ai n yang di pandang
perlu, bai k nasional naupun internasional.

Pasal 20

Komsi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perenpuan nelaporkan hasil
pel aksanaan tugasnya secara berkal a kepada Presi den.

BAB M
PEMBI AYAAN

Pasal 21

Segal a biaya yang diperlukan bagi pel aksanaan tugas Komsi Nasional Anti



Kekerasan Terhadap Perenpuan di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Bel anj a Negara serta sunber |ain yang sah sesuai dengan ket entuan perat ur an
per undang- undangan.

BAB M |
KETENTUAN PERALI HAN

Pasal 22

Dengan ber | akunya Peraturan Presiden ini, naka :

a. Komsi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perenpuan yang di bentuk
ber dasar kan Keputusan Presiden Nonmor 181 Tahun 1998 tentang Kom si
Nasi onal Anti Kekerasan Ter hadap Perenpuan, di nyatakan sebagai Kom si
Nasi onal Anti Kekerasan Terhadap Perenpuan nenurut Peraturan Presiden
ini;

b. Sermua kegi atan penanganan nasal ah anti kekerasan terhadap perenpuan
yang nenjadi tugas Komsi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perenpuan
yang di bentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nonor 181 Tahun 1998,
tetap dilaksanakan penyel esaiannya oleh Komsi Nasional Anti
Keker asan Ter hadap Perenpuan ber dasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB M | |
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23
R ncian nengenai pel aksanaan tugas dan tata kerja Komsi Nasional Anti
Kekerasan Ter hadap Perenpuan, ditentukan |ebih |anjut dal am Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga Komsi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perenpuan
yang di put uskan dal am S dang Kom si Pari pur na.

Pasal 24
Dengan ber| akunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presi den Nonor 181
Tahun 1998 tentang Komsi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perenpuan,
di nyat akan tidak berl aku.

Pasal 25
Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Cktober 2005

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,
ttd.
DR H SUS LO BAMBANG YUDHOYONO



